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EFISIENSI APLIKASI TAX AMNESTY SEBUAH PILIHAN 
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan) 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisien antara memilih Tax 
Amnesty dan melakukan Pembetulan SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 
Badan pada gelombang 1. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 
obyek Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang pernah melakukan Tax 
Amnesty ataupun Pembetulan Surat Pemberitahuan yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang melakukan Tax 
Amnesty lebih efektif dibandingkan dengan pembetulan SPT, karena adanya 
fasilitas yang didapatkan oleh Wajib Pajak dengan memilih melakukan Tax 
Amnesty. Sedangkan jika Wajib Pajak tidak melakukan keduanya maka akan 
dikenai sanksi sebesar 200%. 
 
Kata kunci: Pajak, Efisiensi, Tax Amnesty, dan Pembetulan SPT. 
 
Abstract 
The purpose of this research is to efficient between of choosing the Tax 
Amnesty and make to SPT repair for Individual Taxpayers and Compliance 
Taxpayers in stage 1. The research uses descriptive method with the object of 
Individual Taxpayers and Compliance Taxpayers who have done the Tax Amnesty 
or Rectification Notice (SPT) registered in the Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 
The results showed that Taxpayers who do Tax Amnesty more effective 
than the SPT correction, because of the facilities obtained by the Taxpayer by 
choosing to do Tax Amnesty. While if the Taxpayer does not do both then it will be 
subject to sanctions of 200%. 
 
Keywords : Tax, Efficient, Tax Amnesty, and SPT Correction. 
 
1. PENDAHULUAN 
Pemerintah selalu berupaya untuk menjadikan sistem perpajakan di 
Indonesia menjadi lebih baik. Perubahan sistem perpajakan dari tahun ke tahun 
merupakan salah satu upaya untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian 
negara dan meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Dengan 
perubahan undang-undang perpajakan di Indonesia, pemerintah berharap 
perekonomian Indonesia agar tetap stabil. Peraturan perpajakan mengatur 
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia 
sesuai dengan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. 
Meskipun demikian, masih banyak Wajib Pajak yang melanggar Undang-
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undang perpajakan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran-
pelanggaran yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak antara lain tidak 
melakukannya pelaporan, pengurangan pajak, penggelapan pajak dengan cara 
memanipulasi laporan dan kerterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan 
maupun Penyetoran Surat Pajak. 
Apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, maka akan dikenai 
sanksi administrasi ataupun sanksi pidana sebagaimana sudah diatur dalam 
pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007, Dengan 
dikenai sanksi tersebut, maka wajib pajak akan merasa terhukum. Dengan 
adanya sanksi administrasi maupun pidana akan memberikan efek jera 
sehingga wajib pajak tidak mengulangi kesalahannya lagi. Meskipun 
demikian, wajib pajak selalu mencari cela-cela untuk melakukan 
pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dengan wajib pajak mengulangi 
kesalahannya lagi, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang lebih 
berat dan sanksi-sanksi tersebut akan menumpuk yang akan memberatkan 
wajib pajak.  
Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 11 
Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), yang merupakan 
salah satu program yang dilaksanakan untuk memberikan pengampunan 
terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran di masa lalu. Di 
berlakukannya Tax Amnesty pada tahun 2016 ini, pemerintah menginginkan 
kekayaan warga Indonesia di luar negeri ditarik ke tanah air (Repatriasi). 
Harapannya dana tersebut bisa di investasikan sehingga menjadi pembiayaan 
pembangunan infrastruktur. Dalam jangka panjang, pembangunan 
infrastruktur ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, di ikuti dengan 
kenaikan daya beli. Tax Amnesty 2016 ini di lakukan dengan cara 
mengungkapkan seluruh harta yang dimilikinya yang belum dilaporkan pada 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.  
Salah satu tujuan Tax Amnesty adalah untuk penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 
pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan 
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membayar uang tebusan. yang telah di atur dalam UU No 11 Tahun 2016. 
Bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti program ini maka dapat memilih 
pilihan lain selain Tax Amnesty yaitu pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).  
Konsekuensi Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak, yang 
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan 
dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya 
Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan 
pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 
Tax Amnesty Tahun 2016 adalah hal yang baru, sehingga belum ada 
yang melakukan penelitian ini, Oleh karena itu, belum diketahui apakah 
pelaksanaan Tax Amnesty efisien atau tidak bagi Wajib Pajak. Maka penulis 
ingin meneliti tentang Tax Amnesty di wilayah Surakarta dengan mengambil 
studi kasus Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang pernah memilih 
melakukan Tax Amnesty. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif 
adalah menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek 
apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel yang bisa 
dijelaskan baik dengan angka maupun kata. Sehingga penelitian ini 
menekankan pengumpulan fakta dan identifikasi. Komponen dalam metode 
penelitian ini ialah mendeskripsi, menganalisis, dan menafsifkan temuan 
dalam istilah yang jelas dan tepat. (Jogiyanto, 2014:4).  
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi analisis 
dokumenter, Secara lebih khusus analisis dokumen yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah efisiensi antara Tax Amnesty dan pembetulan Surat 
Pemberitahuan. Obyek dari penelitian ini adalah 1 Wajib Pajak Orang Pribadi 
dan 1 Wajib Pajak Badan yang pernah melakukan Tax Amnesty ataupun 
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Pembetulan Surat Pemberitahuan pada gelombang I menurut UU No 11 
Tahun 2016 yang terdaftar di Kantor Pelanyanan Pajak Pratama.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Wajib Pajak Orang Pribadi 
3.1.1. Jika Wajib Pajak Melakukan Tax Amnesty 
 Dalam Penelitian ini Wajib Pajak memiliki Harta yang belum 
dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp 335.000.000,00. 
Nilai Harta yang di laporkan dalam SPT PPh terakhir sebesar Rp 
486.000.000,00. Berdasarkan PMK No 118 Tahun pasal 8 ayat 3 
Nilai Harta Bersih menjadi dasar pengenaan Uang Tebusan. Maka 
tarif Uang Tebusan pada gelombang 1 sebesar 2% di kalikan 
dengan Nilai Harta Bersih sebesar Rp 335.000.000,00. Sehingga 
Wajib Pajak Orang Pribadi membayar senilai Rp 6.700.00,00. 
Uang Tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank 
Persepsi. 
3.1.2. Jika Wajib Pajak Melakukan Pembetulan SPT 
Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT dapat dihitung melalui 
data Tax Amnesty, pada penghasilan kena pajak diasumsikan 
menggunakan aset dengan tahun perolehan 2015 pada SPT 
Terakhir. 
Penghasilan 1: 
Penghasilan Netto = Penghasilan Kena Pajak + PTKP 
 Rp 20.000.000,00 + Rp 36.000.000,00 = Rp 56.000.000,00  
Penghasilan Bruto = 20% (tarif normal dagang) x penghasilan 
netto 
100/20 x Rp 56.000.000,00 = Rp 280.000.000,00 
Pajak Penghasilan = 1% Rp 280.000.000,00 = Rp 2.800.000,00 
Penghasilan 2: 
Penghasilan Netto = Harta Tambahan + PTKP 
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Rp 335.000.000,00 + Rp 36.000.000,00 = Rp 
371.000.000,00 
Penghasilan Bruto = 100/20 x Rp 371.000.000,00  
= Rp 1.855.000.000,00 
Pajak Penghasilan = 1% x Rp 1.855.000.000,00 = Rp 
18.550.000,00 
Kekurangan Pajak atau Uang yang harus dibayarkan oleh Wajib 
Pajak Orang Pribadi adalah Penghasilan 2 – Penghasilan 1 sebesar 
Rp 18.550.000,00 – Rp 2.800.000,00 = Rp 15.750.000,00.  
3.1.3. Konsekuensi Wajib Pajak Tidak Melakukan Tax Amnesty dan 
Pembetulan SPT. 
Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 pasal 18, apabila Wajib Pajak 
tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode 
Pengampunan Pajak berakhir dan Direktur Jenderal Pajak 
menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak 
yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 
Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahuna Pajak 
Penghasilan atas Harta yang di maksud dianggap sebagai tambahan 
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat 
ditenukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, 
paling lama 3 tahun terhitung sejak Undang-undang ini berlaku. 
Atas tambahan penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 200% dari Pajak 
Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar. 
Sanksi denda administrasi = 200% x pajak penghasilan atas harta 
tambahan = 200% x Rp 18.550.000,00 = Rp 37.100.000,00 
Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau 
lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan 
paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Jika 
pembetulan SPT Tahunan yang dilakukan mengakibatkan adanya 
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penambahan utang pajak, maka Wajib Pajak Orang Pribadi dikenai 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan (maksimal 
atas jumlah pajak yang kurang di bayar. Dihitung sejak saat 
penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal 
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan 
maksimal 24 bulan atau maksimal 48%. 
Sanksi Administrasi = 2% x Rp 15.750.000,00 x 24 bulan = Rp 
7.560.000,00 
3.2 Wajib Pajak Badan 
3.2.1 Jika Wajib Pajak melakukan Tax Amnesty  
Dalam Penelitian ini Wajib Pajak memiliki Nilai Harta Bersih yang 
dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp 17.234.467.785,00 
dan memiliki Nilai Harta Bersih dalam negeri senilai Rp 
535.000.000,00. Berdasarkan PMK No 118 Tahun pasal 8 ayat 3 
Nilai Harta Bersih menjadi dasar pengenaan Uang Tebusan. Tarif 
Uang Tebusan pada gelombang 1 sebesar 2% di kalikan dengan 
Nilai Harta Bersih sebesar Rp 535.000.000,00. Maka Wajib Pajak 
membayar Uang Tebusan sebesar Rp 10.700.000,00. 
3.2.2 Jika Wajib Pajak melakukan Pembetulan SPT 
Wajib Pajak Badan diasumsikan memiliki Laba Bersih sebesar Rp 
450.000.000,00 dilihat dilihat dari data Amnesty Pajak dalam Surat 
Pernyataan yang dilaporkan dalam SPT Terakhir. Cara menghitung 
menggunakan PPh Badan dengan tarif 25%. 
Pajak Penghasilan 1= 25% x Rp 450.000.000,00 = Rp 112.500.000 
Pajak Pengahasilan 2 atas tambahan harta=25%x Rp 535.000.000,00 
= Rp 133.750.000,00 
Kekurangan Pajak atau Uang yang harus dibayarkan oleh Wajib 
Pajak Orang Badan adalah Penghasilan 2 – Penghasilan 1 sebesar Rp 
133.750.000,00 – Rp 112.500.000,00 = Rp 21.500.000,00 
Apabila Wajib Pajak melakukan Pembetulan SPT, tidak akan 
mendapatkan fasilitas seperti halnya Amnesti Pajak. Jika petugas 
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pajak melakukan pemeriksaan dan ditemukannya harta lain maka 
akan dikenai perhitungan dengan nilai wajar yang telah ditentukan 
oleh KPP setempat. 
3.2.3 Konsekuensi Wajib Pajak Tidak Melakukan Tax Amnesty dan 
Pembetulan SPT. 
Apabila Wajib Pajak Badan tidak melakukan Pembetulan SPT 
maupun Tax Amnesty juga maka kemudian hari hari ternyata 
ditemukan harta yang tidak diungkapkan/ dilaporkan di dalam 
Pembetulan SPT Tahunan yaitu harta per 31 Desember 2015, maka 
atas temuan harta tersebut akan dikenai tarif pajak sebesar tarif PPh 
pribadi yang berlaku (25%) dan sanksi 200% sama seperti halnya 
Wajib Pajak Orang Pribadi. 
Sanksi denda administrasi = 200% x harta tambahan atas harta 
tambahan = 200% x Rp 133.750.000,00 = Rp 267.500.000,00 
Jika pembetulan SPT Tahunan yang dilakukan mengakibatkan 
adanya penambahan utang pajak, maka Wajib Pajak Orang Pribadi 
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan 
(maksimal atas jumlah pajak yang kurang di bayar. Dihitung sejak 
saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan 
tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan maksimal 24 bulan atau maksimal 48%.Sanksi administrasi = 
2% x Rp 21.500.000,00 x 24 bulan = Rp 10.320.000,00 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas Aplikasi Tax Amnesty 
sebuah pilihan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
Wajib Pajak apabila melakukan Tax Amnesty dengan hanya 
mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan Harta, tidak 
seperti halnya melakukan Pembetulan SPT yang harus membetulkan atau 
membenarkan Surat Pemberitahuan yang sebelumnya. 
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Bagi Wajib Pajak yang melakukan Tax Amnesty akan mendapatkan 
jaminan tidak dilakukannya pemeriksaan pajak dan mendapatkan fasilitas 
lainnya. 
Wajib Pajak yang memilih melakukan Tax Amnesty lebih efektif 
dibandingkan dengan melakukan Pembetulan SPT karena Tax Amnesty lebih 
sederhana dalam tarif dan perhitungannya. 
Jika Wajib Pajak melakukan Tax Amnesty dengan benar, jujur, dan 
transparan, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahan yang telah 
dilakukannya. 
Apabila Wajib Pajak yang tidak melakukan Tax Amnesty maupun 
Pembetulan SPT suatu saat dilakukannya pemeriksaan ditemukannya harta 
akan dikenai sanksi denda sebesar 200%.  
Adanya keterbatasan dan kekurangan dari hasil penelitian ini, maka 
penulis memberikan saran sebagai berikut: 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jurnal-jurnal 
yang mendukung mengenai penelitian ini. 
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah tahapan atau 
gelombang yang diberlakukan Tax Amnesty.  
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